
 

 
 

BUPATI LAMPUNG TIMUR 

PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR 

NOMOR  21  TAHUN 2025 

TENTANG 

PEMBERIAN INSENTIF FISKAL KEPADA PELAKU USAHA HIBURAN  

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

Menimbang 

 

: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat 

(5) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur  Nomor  1 

Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal 

kepada pelaku usaha ditetapkan dengan Peraturan Bupati;  

b. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif di 

daerah, mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta 

mendukung kebijakan daerah dalam mencapai program 

prioritas daerah perlu memberikan insentif fiskal dibidang 

pajak daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Pemberian Insentif Fiskal Kepada Pelaku Usaha 

Hiburan. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah 

Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II 

Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3825); 

3. Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014    tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856); 



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 

2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 688I);  

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 7); dan 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 

2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2024, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur 

Nomor 58). 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF FISKAL 

KEPADA PELAKU USAHA HIBURAN. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas 

wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang 

tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 



pembantuang dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Bupati adalah Bupati Lampung Timur. 

5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib 

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak. 

7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

8. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah 

Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang 

dan/atau jasa tertentu. 

9. Barang dan Jasa Tertentu adalah Barang dan Jasa Tertentu yang dijual 

dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir. 

10. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan 

semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi 

dan/atau keramaian untuk dinikmati. 

11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD 

adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 

penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan 

obyek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.  

12. Insentif Fiskal adalah Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi yang 

diberikan pemerintah daerah kepada pelaku usaha dalam mendukung 

kebijakan kemudahan berinvestasi, berupa pengurangan, keringanan dan 

pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi dan/atau 

sanksi. 

 

 

 



BAB II 

BESARAN TARIF 

Pasal 2 

Tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan 

mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen). 

BAB III 

INSENTIF FISKAL PAJAK 

Pasal 3 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati memberikan insentif fiskal secara 

jabatan kepada pelaku usaha di Daerah dalam bentuk pengurangan 

Pajak untuk mendukung kemudahan investasi. 

(2) Pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan kepada Wajib Pajak untuk mengurangi pokok Pajak  terutang 

yang akan dibayarkan oleh subjek Pajak. 

(3) Pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan dalam bentuk pengurangan atas pokok PBJT terutang dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. diskotek, karaoke, kelab malam dan bar diberikan pengurangan 

atas pokok Pajak terutang sebesar 65% (enam puluh lima persen); 

dan 

b. mandi uap/spa diberikan pengurangan atas pokok Pajak terutang 

sebesar 50% (lima puluh persen). 

Pasal 4 

(1) Perhitungan pengurangan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1) dituangkan dalam SPTPD sebagai berikut: 

(Pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan 

Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan x tarif) – persentase 

pengurangan = besaran pajak yang dibayarkan. 

(2) Pengenaan denda atas keterlambatan pelaporan SPTPD, sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 



BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan ini mulai berlaku pada saat diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung 

Timur. 

 

Ditetapkan di  Sukadana 

Pada Tanggal    28 Agustus   2025 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

ttd 

 

ELA SITI NURYAMAH 

 

Diundangkan di Sukadana 

Pada tanggal    29 Agustus  2025 

 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, 

 

ttd 

 

TARMIZI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR  68 

 
 

Salinan Sesuai dengan Aslinya 

   Kepala Bagian Hukum, 

ttd 

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M 

  Pembina Tk.I / IV.b  

    NIP. 19780516 200312 2 006 


